UPAYA PEMBATALAN TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA DENGAN
ALASAN PELANGGARAN BATAS
UMUR DALAM PEMBERIAN KUASA

Vina Berliana Kimberly, Dr. Hartini, S.H., M.Si.

UNIVERSITAS ) ) . . . . ) .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Ahmad, Baharuddin 2008, Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis
Metodologi, Syari’ah Press IAIN STS Jambi, Jambi.

Aripin, Jaenal, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di
Indonesia, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenadamedia Group,
Jakarta.

Basyir, Ahmad Azhar, 2004, Hukum Perkawinan Islam, Ull Press, Yogyakarta.

Bzn, Ter Haar, 2011, Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat, CV. Mandar Maju,
Bandung.

Ali, Mohammad Daud, 2014, Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamami, Taufig, 2003, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam
Sistem Tata Hukum di Indonesia, P.T. Alumni, Bandung.

Harahap, Yahya, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2008, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi
dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.

Lubis, Sulaikin, Wisman ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, 2005, Hukum Acara
Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Prenada Media Grup dan Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Manan, Abdul, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Prenada Media, Jakarta.

Mas, Marwan, 2011, Pengantar limu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Meliala, Djaja S, 1982, Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata,
Tarsito, Bandung.



UPAYA PEMBATALAN TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA DENGAN
ALASAN PELANGGARAN BATAS
UMUR DALAM PEMBERIAN KUASA
Vina Berliana Kimberly, Dr. Hartini, S.H., M.Si.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mertokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya
Offset, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Muttagien, Dadan, 2006, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian,
Insania Citra Press, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari, 2005, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.

Notodisoerjo, R. Soegono 1993, Hukum Notariat di Indonesia , Rajawali Pers,
Jakarta.

Prodjodikoro , Wirjono, 1989, Azas-Azas Hukum Perjanjian, PT. Bale Bandung,
Bandung.

Sampara, Said, dkk. 2011, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Total Media,
Yogyakarta.

Santoso, Lukman dan Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press,
Malang.

Saleh, K. Wantjik, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia,
Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
(Ul Press), Jakarta.

dan Sri Mamudiji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R., 1976, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.

, 2014, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumardjono, Maria S.W., 1997, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



UPAYA PEMBATALAN TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA DENGAN
ALASAN PELANGGARAN BATAS
UMUR DALAM PEMBERIAN KUASA
Vina Berliana Kimberly, Dr. Hartini, S.H., M.Si.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Suryabrata, Sumadi, 1992, Metodologi Penelitian, CV Rajawali, Jakarta Utara.
Sutantio , Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktik, Mandar Maju, Bandung.

Syarifuddin, Amir, 2007, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta.

Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan
Perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

Darmabrata, Wahyono, “Usia Dewasa Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan”, Hukum dan Pembangunan, Vol. 26, No. 4, Agustus,
1996.

Daftar Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Mufaizin,, Moch. Dwi Hendra 2013, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby Tentang
Permohonan Wali ‘Ad{Al Yang Tidak Melalui Prosedur Administrasi”,
Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Novitasari, Amellia Putri, 2016, “Keabsahan Perkawinan Anak Yang Belum
Mencapai Umur 21 Tahun Tanpa Adanya lzin Orangtua”, Skripsi, Program
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Raihan, Dinda, Farida Prihatini, dan Wismar Ain Marzuki 2014, “Pencegahan
Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus):Putusan Mahkamah
Agung Nomor 301 K/AG 2012, Jurnal, Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Depok.

Daftar Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement) /
(HIR) Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara

perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur
Asing di Jawa dan Madura.



UPAYA PEMBATALAN TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA DENGAN
ALASAN PELANGGARAN BATAS
UMUR DALAM PEMBERIAN KUASA
Vina Berliana Kimberly, Dr. Hartini, S.H., M.Si.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19745 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3205).

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang
Wali Hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa
Khusus.



UPAYA PEMBATALAN TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA DENGAN
ALASAN PELANGGARAN BATAS
UMUR DALAM PEMBERIAN KUASA
Vina Berliana Kimberly, Dr. Hartini, S.H., M.Si.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku I
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Daftar Putusan Pengadilan

Penetapan Pegadilan Agama Surabaya Nomor 573/Pdt.P/2011/PA. Sby perihal
Permohonan wali hakim, 17 Juni 2011

Penetapan Pegadilan Agama Surabaya Nomor 1220/Pdt.P/2011/PA. Shy perihal
pencegahan perkawinan 22 Februari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung
Nomor 301 K/AG 2012 perihal Permohonan Pembatalan Penetapan Pegadilan
Agama Surabaya Nomor 1220/Pdt.P/2011/PA. Shy. 14 September 2012

Artikel Internet

Anonim, 2016, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batas, diakses 30 Agustus 2018.

, 2016, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/umur, diakses 30 Agustus 2018.

, 2016, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usia, diakses 30 Agustus 2018.

, 2018, “Prosedur Berperkara”, https://pa-kedirikab.go.id/pa-
kabkediri-sub-45-prosedur-berperkara.html, diakses 28 Desember 2018

, 2018, “Syarat  Pengajuan  Perkara”,  http:/pa-
purwodadi.go.id/index.php/layanan-hukum-prosedur-dan-bantuan-
hukum/syarat-pengajuan-perkara, diakses 28 Desember 2018

Aries, Albert, S.H.,, M.H. 2013, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Dokumen”,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51ab049c2a0d2/kekuatan-
pembuktian-fotokopi-dokumen/, diakses 8 Januari 2019.

Heru, 2018, “Prosedur Berperkara”, https://www.pa-
surabaya.go.id/pages/prosedur-berperkara, diakses 28 Desember 2018.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51ab049c2a0d2/kekuatan-
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51ab049c2a0d2/kekuatan-
https://www.pa-/
https://www.pa-/

